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ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SISTEM
INFORMASIKESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION
(SIKS-NG) DALAM KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA
KEMISKINAN DI DINASSOSIAL KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu proses
pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait kemiskinan. Kebijakan ini
dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam
kebijakan pengolahan data kemiskinan dengan menggunakan model
pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal
dengan CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan singkatan dari Context,
Input, Proces, and Product. Metode Penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam
kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan masih banyak
data yang tidak singkron dan aplikasi sering mengalami maintenance atau eror
dalam mengelola data kemiskinan. Dari penelitian tersebut, peneliti
merekomendasi agar Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan
mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kinerja pada
aplikasi SIKS-NG supaya dapat mempermudah mendeteksi masalah dan
memberikan solusi secara cepat dan juga perlu lebih memprioritaskan data
kemiskinan dengan meningkatkan enkripsi yang kuat untuk melindungi
informasi yang sensitive dan data priadi supaya tidak terjadi kebocoran data.

Kata Kunci: Evaluasi, Aplikasi SIKS-NG, Pengolahan Data Kemiskinan



ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEXT
GENERATION SOCIAL WELFARE INFORMATION SYSTEM
(SIKS-NG) APPLICATION PROGRAM IN THE POVERTY DATA
PROCESSING POLICY IN THE PRINGSEWU DISTRICT SOCIAL
OFFICE

By:

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

The Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG)
application is an application designed to assist the process of collecting,
analyzing and reporting data related to poverty. This policy is based on the
Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021
concerning Integrated Social Welfare Data Management. This research aims
to determine the results of implementing the SIKS-NG application program in
poverty data processing policies using a decision-making model developed by
Stufflebeam, known as the CIPP Evaluation Model. CIPP is an abbreviation
for Context, Input, Process, and Product. The research method used is a
qualitative approach with descriptive research type with data collection
techniques in the form of observation, interviews and documentation. The
research results show that the implementation of the SIKS-NG application
program in the poverty data processing policy at the Pringsewu Regency Social
Service is not yet fully optimal in its implementation, because there is still a lot
of data that is not synchronized. and the application often experiences
maintenance or errors in managing poverty data. From this research,
researchers suggest that the Pringsewu District Social Service can establish a
regular monitoring and evaluation mechanism to measure performance in the
SIKS-NG application so that it can make it easier to detect problems and
provide solutions quickly and prioritize poverty data. by increasing strong
encryption to protect sensitive information and personal data from data leaks.

Keywords: Evaluation, Application of SIKS-NG, Poverty Data Processing
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat maupun daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi
pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya pemerintah telah
melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial
untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada. Pendataan
keluarga tidak mampu juga sudah di atur melalui Kementerian atau Lembaga
terkait. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas mengelola data
fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai
pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas
Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir
miskin di lingkup Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data
melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
(SIKS-NG) dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data
yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai

dilapangan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaituUndang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin danPeraturan
Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial yang telah dilaksanakan pelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dan
penanganan fakir miskin menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi agar
didapatkan data yang berkualitas, sehingga memberikan dampak signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu aplikasi
Sistem Informasi Kesejahteran Sosial Next Generation (SIKS-NG) hadir untuk
melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat
miskin. Di dalam aplikasi SIKS-NG juga terdapat menu untuk melakukan
perbaikan dan pengusulan baru data penerima Bantuan Sosial. Aplikasi ini
digunakan untuk menghasilkan data ringkasan atau resume seperti rekapitulasi
dan data hasil perbaikan serta pengusulan data baru. Program aplikasi
pendataan kesejahteraan social next generation yaitu aplikasi pendataan
kemiskinan yang terlaporkan dan selalu update agar bisa melakukan
pengawasan sehingga data terverifikasi dengan baik. Hal ini dilakukan agar
data kemiskinan bisa terverifikasi dengan aman. Sehingga secara otomatis,

penanganan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik.

Pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan di Indonesia diantaranya
peningkatan ketepatan sasaran data warga miskin telah diterbitkan dua
Peraturan Menteri Sosial yang pertama adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor
10 Tahun 2016 mengatur tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) yang ditetapkan pada tanggal
3 Mei 2016. Dengan peraturan ini diharapkan penyelenggara dan semua pihak

memahami prosedur permintaan data apabila hendak menggunakannya.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 mengatur
berbagai hal terkait verifikasi dan validasi DT PPFM, diantaranya organisasi
dan mekanisme pelaksanaan. Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa verifikasi
dan validasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Unsur
organisasi pelaksana terdiri dari (1) Walikota/Bupati, (2) Dinas Sosial, (3)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (4) Badan Pusat Statistik, (5) Camat,
(6) Kepala Desa atau Kelurahan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan
ini maka pemerintah daerah termasuk pemerintah desa atau kelurahan tidak
boleh lagi menghindar dari tanggungjawab apabila terjadi kesalahan sasaran.
Untuk menghidari kesalahan apabila terjadi kesalahan sasaran PPFM
pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah

membuat suatu program berbasis aplikasi SIKS-NG.



Di Kabupaten Pringsewu aplikasi SIKS-NG mulai di perkenalkan pada tahun
2019, sosialisasi dilakukan oleh setiap pendamping Kecamatan yang berasal
dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Dari setiap desa dipilih satu orang
untuk menjadi operator yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini. Operator
desa bertugas untuk menginput data masyarakat yang termasuk kategori miskin
dan kurang mampu. Setelah data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-
NG kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten

Pringsewu yang berwenang memverifikasi dan validasi data tersebut.

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SIKS-NG Kemensos RI

X _
b
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e

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

Pada laman aplikasi SIKS-NG dapat diakses melalui

https://siks.kemensos.go.id. Pelaksanaan penerapan aplikasi Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengelolaan data
terpadu di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sendiri dapat dilihat dari
pelaksanaan dalam usulan data,pelaksanaan verifikasi dan validasi, serta dalam
pelaksanaan penggunaan data.Dalam pelaksanaan usulan data serta verifikasi
dan validasi data, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu melakukan tahapan-
tahapan seperti bimbingan teknis, musyarawah desa, kunjungan rumah tangga,

dan pelaporan.


https://siks.kemensos.go.id/

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Sosial semakin serius dalam
menangani persoalan kemiskinan, hal ini dijelaskan pada saat bimbingan teknis
pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Pringsewu melalui
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bahwa
pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Pringsewu akan di lakukan melalui
aplikasi SIKS-NG yang akan di operasikan para operator di masing-masing
Kecamatan. Aplikasi yang di luncurkan Kementerian Sosial akan di upayakan
selalu update, sehingga data dapat terlaporkan akurat dan aman. Aplikasi ini
untuk mensinergikan seluruh perangkat yang ada di kabupaten Pringsewu agar
dapat melakukan pengawasan bagaimana bentuk penanganan kemiskinan yang
berjalan, yang di implementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), namun itu tidak akan berhasil jika

tidak ter verifikasi dengan baik.

Tabel 1. Rekapitulasi Persentase Kemiskinan Dari Jumlah Penduduk
Melalui Aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

No Kecamatan Penduduk Penduduk DTKS DTKS Persentase
(Jiwa) (KK) (Jiwa)  (KK) (%)

1. Adiluwih 37,528 11,821 17,569 5,723 46.82
2. Banyumas 22,545 7,153 13,634 4,423 60.47
3. Gadingrejo 81,372 26,038 46,419 15,361 57.05
4, Pagelaran 54,390 17,325 31,171 10,189 57.31
5. Pardasuka 36,832 11,380 25,916 7,993 70.36
6. Pringsewu 84,789 26,834 39,850 13,046 47.00
7. Sukoharjo 52,044 16,522 28,903 9,487 55.54
8. Ambarawa 38,309 12,105 20,208 6,524 52.75
9. Pagelaran Utara 16,028 4,920 12,021 3,674 75.00

Grand Total 423,837 134,098 235,691 76,420 55.61

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2023.

Rekapitulasi persentase kemiskinan 55,61% di Kabupaten Pringsewu melalui
aplikasi SIKS-NG dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 235,691
dan jumlah penduduk sebanyak 423,837 tahun 2022. Dari 9 Kecamatan pada
Kabupaten Pringsewu persentase kemiskinan paling besar terdapat pada
wilayah Kecamatan Pagelaran Utara dengan persentase 75.00% dan
Kecamatan Pardasuka dengan persentase 70.36% pada tahun 2022. Persentase

penduduk miskin Kabupaten Pringsewu cukup fluktuatif. Kemiskinan sendiri



dapat diakibatkan dari berbagai faktor diantaranya faktor hambatan struktural,
sumber daya manusia, rapuhnya kelembagaan dan faktor kultural lainnya.
Faktor penghambat yang sering ditemui dilapangan adalah kurang tepatnya

sasaran dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam rekapitulasi data pada Dinas
Sosial Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
permasalahan bahwa dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi data di
Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, masih mengalami kendala, baik aplikasi
yang sering eror, aplikasi yang sering berubah-ubah, banyaknya data yang
harus diperbaiki serta ketidakefektifan pada pengelola data yang hanya dikelola
oleh satu orang operator, yang melaksanakan tugas dalam mengupdate dan
memperbaiki data yang ada di 9 wilayah kecamatan sekaligus. Sehingga hal
tersebut menjadi penghambat dalam proses pemutakhiran data di Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu.

Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dalam penerapan aplikasi SIKS-NG terkait
kebijakan pengolahan data masih ditemukan beberapa permasalahan mulai dari
data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga
Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran.
Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, melaui Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin melakukan Pengelolaan data terpadu sebagai bentuk
koordinasi dan keseimbangan data dari tingkat Desa, Kabupaten Kota, dan
Kementerian Sosial. Penggunaan aplikasi ini berdasarkan pada Peraturan
Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur berbagai hal terkait organisasi dan

mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu.

Penerapan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation
(SIKS-NG) dalam pengelolaan data kemiskinan di Kabupaten Pringsewu
masih belum optimal, hal ini terungkap bahwa dari 9 Kecamatan di Kabupaten



1.2

Pringsewu vyang persentasi pemukhtahiran pada data di atas 60%,
ketidakoptimalan, hal tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya
manusia dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Data
yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran
program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin
karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu
Desa/Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial

tepat sasaran.

Berdasarkan keefektifan kebijakan dan sejauh mana tujuan yang dicapai
tentang ketepatan sasaran pada pemberian bantuan sosial dalam kebijakan
pengolahan data kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu melalui
penerapan program aplikasi SIKS-NG. Penerapan aplikasi SIKS-NG ini sangat
diperlukan untuk membantu pengecekan data yang akurat demi tercapainya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Pengukuran dan penilaian
baik terhadap tahap implementasinya maupun terhadap hasil atau dampak dari
bekerjanya suatu kebijakan dan program tertentu sehingga menentukan langkah
yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Sehingga peneliti tertarik untuk
mengangkat judul: “Evaluasi Penerapan Program Aplikasi Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam
Kebijakan Pengelolaan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten

Pringsewu”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, selanjutnya dirumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan
pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dari penerapan program aplikasi SIKS-
NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial

Kabupaten Pringsewu?



1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam
kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten
Pringsewu.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari penerapan program aplikasi
SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial

Kabupaten Pringsewu

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1.

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan
keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi llmu Administrasi
Negara, khususnya mengenai evaluasi penerapan program aplikasi SIKS-
NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial

Kabupaten Pringsewu.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan memberikan
sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan penerapan
program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan

guna mencapai tujuan dan sasaran dalam memberikan bantuan sosial.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Bagian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi sebuah
acuan atau rujukan sebagai gambaran. Selain itu juga bermanfaat sebagai tolak
ukur dalam menyelesaikan penelitian ini dan sangat penting sebagai dasar
pijakan serta memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah secara
sistematis dari segi konsep ataupun teori untuk menyusun penelitian. Penelitian
terdahulu yang dijadikan sebagai tinjuan ini tentunya berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti mengkaji penelitian
mengenai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
Dalam Pengolahan Data Kemiskinan. Adapun penelitian terdahulu yang

dijadikan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)

Hasil Penelitian

Perbedaan

Sulistyarini

(2020)

Membuktikan bahwa tujuan
dan sasaran dari Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
berbasis Data  Terpadu
Kesejahteraan Sosial sudah
memperlihatkan hasil yang
nyata.

Menunjukan bahwa operator
aplikasi  SIKS-NG yang
belum dapat mengoprasional
aplikasi secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan
Sulistyarini  fokus pada
meneliti tentang pengaruh
manfaat  data  terpadu
kesejahteraan sosial dalam
pengentasan kemiskinan.

Sedangkan penelitian yang
dilakukan peneliti berfokus
pada hasil dari penerapan
aplikasi SIKS-NG dalam
pengolahan data kemiskinan
yang berkualitas.




Wahab Menunjukkan bahwa pada e  Penelitian yang dilakukan

(2021) keoptimalan program = SIKS- oleh  Wahab  Wahab
NG_ngam mengolola data membahas mengenai
kemiskinanmelalui sarana dan . .
prasarana yang harusmemadai. evaluasi yang dilakukan
Mengetahui keoptimalan dalam peherapan SIKS-
pada penerapan  aplikasi NG berjalan  dengan
SIKS-NG di Dinas Soisal optimal.
Provinsi Sulawesi Tengah. .

e Sedangkan penelitian yang
dilakukan  oleh  peneliti
mengevaluasi terkait hasil
kebijakan penerapan SIKS-
NG dalam mengelola data
kemiskinan.

Noerkaisar Menunjukkan bahwa basis ® Penelitian yang dilakukan
(2021) data terpadu yang tidak valid oleh Noerkaisar membahas

menyebabkan penyaluran
bantuan sosial tidak -efektif,
oleh sebab itu pemutakhiran
data kemiskinan sangat perlu
dilakukan sekurang-kurangnya
2 tahun sekali sesuai dengan
UU Nomor 13 Tahun 2011

tentang penyaluran bantuan
sosial, hal ini karena data
masyarakat belum valid,
sehingga pengelolaan data
kemiskinan sangat perlu
untuk  memperoleh  data
yang berkualitas.

Pasal 8 Ayat 5 untuk e Sedangkan penelitian yang
menghasilkan data yang valid dilakukan  oleh  peneliti
tertarik untuk melakukan
penelitian agar mengetahui
data kemiskinan di

Kabupaten Pringsewu
sudah wvalid, aktual dan
berkualitas.

2.2 Tinjauan tentang Evaluasi Program

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan
publik. Evaluasi merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan,
sama pentingnya dengan formulasi dan implementasi kebijakan. Oleh
sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika
siklus mendapat perhatian seimbang dalam hal formulasi, implementasi,
evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan
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Lester dan Stewart dalam Suharno (2013) evaluasi ditujukan untuk
melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk
mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan
dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sehingga, evaluasi dapat
memberikan penilaian dalam arti yang lebih spesifik berdasarkan kriteria
atau standar yang objektif, serta evaluasi berkenaan dengan produksi
informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil
kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil
tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini,
menurut Munthe (2015) evaluasi pada proses pengumpulan informasi
dilakukan secara lengkap, valid, serta reliable dan tepat waktu supaya
informasi tersebut dapat berjalan secara optimal.

Evaluasi adalah mengidentifikasikan keberhasilan atau kegagalan suatu
rencana Kkegiatan atau program. Secara umum dikenal ada dua tipe
evaluasi, yaitu evaluasi terus-menerus (on-going evaluation) dan evaluasi
akhir (expost evaluation). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada
interval periode waktu tertentu, misalnya per-triulan atau per-semester
selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu
rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu
program atau rencana. Evaluasi biasannya difokuskan pengidentifikasian
kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang

sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Kemudian Stufflebeam (1971) juga membedakan Proakticitive
Evaluation untuk melayani pemegang keputusan, dan Retroactive
Evaluation untuk keperluan pertanggung jawaban. Evaluasi dapat
meliputi dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi yang dipakai untuk
perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program,
orang, produk, dan sebagainya). Fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai
untuk petanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi
evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan
suatu program perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi,

motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan.
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Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,
organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka
tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam
rancangan, pelaksanaa, serta hasilnya. Selain menggunakan tes, data, juga
dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau
bentuk instrumen lainnya yang sesuai (Mulyadi, 2017). Evaluasi dapat
ditujukan pada pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang
dilakukan yang demikianakan dihasilkan data tentang kinerja aktivitas
yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadisetelah

suatu aktivitas dilaksanakan.

Berdasarkan dari beberapa definisi evaluasi di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan guna mengukur atau menilai sebuah rancangan kebijakan atau
program yang selanjutnya menyajikan sebuah informasi dalam rangka
pengambilan keputusan terhadap pengimplementasian sebuah kebijakan

atau program.

2.2.2 Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana,
dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering
pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan
suatu kegiatan. Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program
adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan
sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi
program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan
dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci
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mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Wholey, et.al
(1994:41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai
seperangkatsumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau
lebih tujuan bersama. Menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2013:9)
mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan
seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan
rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan
sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk
dapat dikatakan program tersebut berhasil. Biasanya dalam
melaksanakan terdapat pengelolaan program berupa perencanaan

program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

Berdasarkan dari beberapa definisi program di atas dapat disimpulkan
bahwa program adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang atas
dasar sebuah kebutuhan publik dan dilaksanakan dalam kurun waktu
yang tidak terbatas demi tercapainya kegiatan implementasi.

2.2.3 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi
nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan
sebelumnya, dimana hasil evaluasi program tersebut dimaksudkan
menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
Selanjutnya, evaluasi program menurut Musa merupakan suatu kegiatan
yang memperoleh pandangan tentang efektivitas dengan keadaan yang
objektif secara sistematik dan tujuan yang jelas. Pendapat lain menurut
Patricia Rogres (2019) evaluasi program berfokus pada pemahaman yang
mendalam tentang suatu konteks pemograman, kepentingan, serta tujuan
yang ingin dicapai supaya menjadi evaluasi yang reponsif terhadap

konteks.

Menurut Denzin & Lincol (2000:983) mengemukakan bahwa evaluasi
program berorientasi pada sekitar perhatian oleh penentu kebijakan dari

penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab
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tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan.
Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator penilaian
Kinerja atau assessment performance pada setiap tahapan evaluasi dalam
tiga kategori, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Berangkat dari pengertian

sebelumnya, maka evaluasi program merupakan suatu proses.

Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan
secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari
program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang
telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang
dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai
adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan
keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat
keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan
suatu “judgement” apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan,

dikembangkan, diterima, atauditolak.

Definisi lebih luas mengenai evaluasi program menurut Adjadan (2015)
dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu proses
penghimpun informasi secara terstruktur, mendeskripsikan, serta
menganilisis data yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan
kesimpulan ataupun keputusan yang menjadi bahan untuk
mempertimbangkan program tersebut, apakah perlu dibenahi, diakhiri,
atau ditersukan. Definisi lain mengenai evaluasi program yaitu rangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program.
Melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara
sistematik, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara
cermat (Putro dalam Hidayah, 2016).

Berdasarkan dari beberapa definisi evaluasi program di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan secara sistematik mulai dari pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan penilaian sebuah kegiatan program guna
mengukur tingkat keberhasilan program.
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2.3 Tinjauan tentang Evaluasi Program CIPP

Model CIPP terbentuk dari empat dimensi evaluasi yaitu evaluasi Contex,
Input, Process, dan Product. Keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian
keutuhan, walaupun dalam pelaksanaannya seseorang dapat saja hanya
melakukan satu jenis atau kombinasi dari dua atau lebih dimensi evaluasi,
namun sesungguhnya kekuatan model terletak dari rangkaian kegiatan keempat
jenis evaluasi itu sendiri (Daryanto. 2005). Dalam pandangan Stufflebeam
(2003), bahwa tujuan yang paling penting adalah bukan membuktikan, tetapi
memperbaiki. “the CIPP approach is based on the view that the most important

purpose of evaluation is not prove but to improve”.

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan
oleh Stufflebeam, dan mengidentifikasi empat tipe keputusan yang diambil,
masing-masing tipe keputusan berhubungan dengan tipe atau jenis evaluasi,
yaitu:

1. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)
Context evaluation as a means of servicing planning decesions (to
determine objectives); 2) input evaluations these structuring decisions (to
design instruction); 3) process evaluations to guide implementing (to use
or improve instruction); and 4) product evaluations to serve recycling
decisions (to judge products, outputs, or outcomes, Orientasi pada evaluasi
konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan obyek,
seperti institusi program, populasi, atau perorangan dan untuk menetapkan
arah perbaikan. Tujuan dari ini adalah untuk menilai keseluruhan obyek,
mengidentifikasi kekurangan, mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan
yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan.

2. Input Evaluation (Evaluasi Input)
Evaluasi input untuk membantu mengambil keputusan, menentukan

sumber-sumber yang ada, rencana dan strategi mencapai tujuan, dan juga
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bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen-komponen
input mencakup sumber daya manusia, materi program dan rancangan
aplikasinya, sarana dan peralatan pendukung, dana dan berbagai prosedur

serta aturan yang diperlukan.

Evaluasi inputs dilaksanakan untuk menilai alternative pendekatan,
rencana tindak, rencana staf, dan pimbiayaan bagi kelangsungan program
dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang
ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih
rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana dan jadwal

kegiatan yang apling sesuai bagi kelangsungan program.

Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan,
sampai sejauhmana rencana telah diterapkan dan apa yang harus direvisi.
Komponen-komponen proses meliputi proses pembelajaran dan
pelaksanaan program, proses pengelolaan program, dan hambatan
manakah yang dijumpai selama pelaksanaan program berlangsung dan

perlu diatasi.

Evaluasi process ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang
telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan
kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya

untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya.

Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

Evaluasi produk digunakan untuk membantu membuat keputusan
selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang
dilakukan setelah program itu berjalan, dengan kata lain evaluasi ini
merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam
pencapaian tujuan. Adapun kelebihan dan keterbatasan model ini adalah
lebih komprehensif dan keterbatasannya adalah bila diterapkan pada
program pembelajaran, mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang

tinggi.
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Evaluasi product dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan
menilai hasil yang dicapai, yang diharapkan dan yang tidak diharapkan,
jangka pendek dan jangka panjang baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat
menfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi penguna
lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok
sasaran. (Stufflebeam, 2003)

Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi
program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi
dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.
Stufflebeam (2003) melihat tujuan evaluasi sebagai:
1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai
keputusan alternatif,
2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkanmanfaat
program pendidikan atau obyek, dan

3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.

Tujuan evaluasi program model CIPP untuk keperluan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan ataupun kebijkan. Tujuan utama dari evaluasi CIPP ini
berhasil untuk menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan
diterapkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang
menggunakannya. Diharapkan hasil evaluasi CIPP memberikan pengaruh pada
program baik untuk kedepannya yang bersifat langsung ataupun tidak langsung.
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi CIPP ini sebagai
berikut :

1 Memfokuskan evaluasi;

2 Mendesain evaluasi;

3 Mengumpulkan informasi;
4 Menganalisis informasi;
5

Melaporkan hasil evaluasi.
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2.4 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu pondasi untuk melaksanakan
pembangunan dalam berbagai bidang lainnya karena mengingat secara
hakiki bahwa pembangunan ini merupakan upaya yang dapat
membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku
pembangunan di dalam bidang pembangunan lainnya. Dalam hal ini,
kebijakan publik dijadikan sebagai pedoman untuk
mengimplementasikan setiap kebijakan yang berpihak dan diperlukan
dari semua pihak terutama pada pemerintah yang menyangkut dana atau

anggaran.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh
badan atau pejabat pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang
terjadi di masyarakat berupa sebuah peraturan yang mengikat. Thomas
R. Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang
diambil pemerintah, baik itu melakukan sesuatu atau tidak apapun sama
sekali. Didalam bukunya yang Terkenal Introducing Public Policy.
Sehingga dapat diartikan bahwa jika melakukan sesuatu adalah suatu
keputusan maka tidak melakukan apa pun sama sekali juga dari sebuah

keputusan.

Dalam hal ini, Ketika pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dalam
menyelesaikan masalah maka diamnya pemerintah terhadap masalah
tersebut juga merupakan sebuah kebijakan, karena pemerintah memilih

diam dan tidak melakukan apapun.
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Kebijakan publik di buat oleh pelaku kebijakan, pelaku kebijakan itu
sendiri ialah orang, sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki
kekuasaan pada sebuah organisasi yang mempunyai peran dalam
pembuatan kebijakan. Pelaku kebijakan mempunyai peran untuk
mempengaruhi setiap proses dalam pembuatan kebijakan mulai dari
perumusan kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi

serta perkembangan dalam. pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah semua tindakan
pemerintah dalam menggapi semua bentuk masalah baik itu melakukan
sesuatu maupun tidak melakukan appaun. Dalam pembuatan kebijakan
dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan kebijakan hingga
pengawasan. Pembuatan kebijakan tersebut dilakukan oleh pelaku
kebijakan yaitu pemerintah baik itu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

2.4.2 Manajemen Kebijakan Publik

Manajemen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah
organisasi dalam proses mencapai tujuan. Didalam proses tentu adanya
kerjasama antara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam
hal ini manajemen mampu menggerakan dan mengendalikan sekolompok
orang untuk dapat melakukan suatu kerja sama dalam mencapai sebuah
tujuan. Sehingga begitu juga dalam proses kebijakan publik, manajemen
diperlukan agar setiap hal yang direncanakan dapat digerakkan dengan

semestinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Candra dan Rifa’l (2016:16), pengelolaan disebut sebagai
manajemen, yaitu to manage yang berarti mengelola. Maksudnya ialah
mengelola dalam timbulnya suatu masalah, mengelola proses, apa dan
siapa yang mengelola, mengapa harus dikelola dan apa tujuan dari
pengelolaan tersebut. Juga mengelola tentang proses mengerakkan semua
sarana/alat sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien. Berikut

4 fungsi manajemen yang akan peneliti uraikan di bawah ini ialah:
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Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses menentukan siapa, dan bagaimana
sesuatu usaha itu dilaksanakan. Mulai dari menentukan sasaran,
prosedur, serta program yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
Perencanaan juga merupakan proses yang paling penting, sebelum
dilakukannya setiap prosesproses yang ada. Dalam pelaksanaan
sebuah program pemerintah baik itu sebuah kebijakan maupun
program yang akan dijalankan oleh pemerintah tentu akan melalui
proses perencanaan karena dalam perjalananya perencaan dapat
dijadikan sebagai pedoman atau dasar acuan dalam mencapai tujuan.
Perencanaan mencakup banyak hal baik itu Langkah-langkah yang
akan dilakukan sampai proses anggaran sebagai sumber daya dalam

mencapai tujuan.

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian ialah proses menempatkan sumber daya yang ada
sesuai dengan keahliannya, serta penetapan pembagian kerja dan
batas-batasan kerjanya serta menetapkan hubungan setiap unsur-
unsur yang ada agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Sumber
daya manusia yang tepat merupakan yang sangat penting dalam
pelaksanaan setiap program pemerintah, karena dengan sumber daya
yang tepat dapat memudahkan proses kerja sama dalam mencapai
tujuan. Adapun unsur-unsurnya meliputi: sumber daya manusia,
kedudukan, pembagian kerja yang jelas, dan sturktur hubungan kerja

sama.

Pelaksanaan (Implementasi)

Pelaksanaan ialah tindakan dalam mengerakkan setiap elemen yang
ada sesuai dengan yang telah direncanakan pada tahap awal/
perencanaan. Pelaksanaan menjadi sesuatu yang sangat penting
karena setiap rencana harus dijalankan agar setiap sumber daya yang

ada dapat berperan dalam mencapai sebuah tujuan yang ada.
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4. Menilai (Evaluasi)
Evaluasi ialah menilai sejauh mana suatu kegiatan atau suatu
program dijalankan. Dalam evaluasi jika terdapat ketidaksesuaian
maka dapat dikoreksi atau diluruskan kembali agar dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan. Memastikan semua perencanaan

yang dirancang berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

2.5 Tinjauan tentang Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG)

Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi Kementerian Sosial Republik
Indonesia yang digunakan untuk perbaikan data dan pengusulan data baru
Basis Data Terpadu (BDT). Proses pengisian data dilakukan oleh operator
Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa melalui aplikasi berbasis offline.
Penggunaan aplikasi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10
Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
yang mengatur berbagai hal terkait organisasi dan mekanisme pelaksanaan

verifikasi dan validasi data terpadu.

Aplikasi SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa
komponen utama, yaitu: pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi
Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (Data Terpadu, Data Bantuan Sosial, dan
Data PSKS), yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (dari
desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional) dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi. Dengan aplikasi SIKS-NG ini diharapkan
berbagai program bantuan sosial kesejahteraan tepat sasaran, menciptakan data
yang akurat dan terverifikasi denga naman dan meningkatkan kesejahteraan

sosial yang optimal.

Menurut Sekjen Kemensos, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variable-
variabel yang terdapat pada form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang

di butuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Oleh karena itu
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akan memudahkan untuk mengintregrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu

dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional. Konteks pada

aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

mengacu pada kemajuan teknologi dan pendekatan baru dalam pengelolaan

sistem informasi kesejahteraan sosial. Konsep "next generation” pada aplikasi

ini mengacu pada beberapa hal yaitu:

1.

Aplikasi SIKS-NG dirancang dengan menggunakan teknologi
terbaru dalam bidang sistem informasi, seperti cloud computing, big
data analytics, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Hal ini
memungkinkan aplikasi untuk mengelola volume data besar dengan
efisien dan memberikan analisis yang mendalam.

Sistem ini dirancang untuk lebih terintegrasi secara internal antara
berbagai modul dan fungsi dalam manajemen kesejahteraan sosial.
Integrasi yang baik memungkinkan berbagai unit atau departemen
dalam organisasi untuk saling berbagi informasi dengan lebih efektif.
Dengan kemampuan analisis data yang lebih baik, aplikasi ini
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan
berbasis bukti. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk
menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Implementasi SIKS-NG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
dalam pelayanan Kkesejahteraan sosial. Proses permohonan,
pemantauan, dan evaluasi program-program kesejahteraan dapat
dilakukan secara lebih cepat dan transparan, meningkatkan kepuasan
masyarakat penerima manfaat.

Konsep "next generation” juga mencakup kemampuan aplikasi untuk
beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kebutuhan
kesejahteraan sosial serta perkembangan teknologi di masa
mendatang. Aplikasi ini dirancang untuk dapat ditingkatkan dan
diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dalam teknologi

informasi.

Secara keseluruhan, "next generation™ pada aplikasi SIKS-NG mencerminkan

komitmen untuk memanfaatkan teknologi canggih guna meningkatkan

efisiensi, transparansi, dan efektivitas.



22

Sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG), proses manajemen dan pengelolaan data kesejahteraan
sosial umumnya dilakukan secara manual atau menggunakan sistem informasi
yang belum terintegrasi dengan baik. Adapun eberapa hal yang terjadi sebelum
adanya aplikasi ini yaitu:
1. Pengelolaan Data Manual
Data mengenai penerima manfaat, jenis bantuan, dan kondisi
kesejahteraan masyarakat diinput dan dikelola secara manual dalam
bentuk dokumen fisik atau basis data sederhana.
2. Keterbatasan Integrasi Sistem
Sistem informasi yang digunakan mungkin tidak terintegrasi secara
baik antara berbagai level atau unit di dalam organisasi atau
antarlembaga terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dan
pelaporan menjadi kurang efisien.
3. Keterbatasan Akses Informasi
Akses terhadap informasi mengenai kesejahteraan sosial mungkin
terbatas, sehingga pengambilan keputusan dalam memberikan
bantuan atau layanan sosial bisa kurang tepat dan efektif.
4. Kurangnya Analisis Data
Kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam untuk
mendukung kebijakan publik atau program-program kesejahteraan
sosial masih terbatas karena keterbatasan teknologi dan sistem

informasi yang digunakan.

Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, diharapkan proses manajemen dan
pengelolaan data kesejahteraan sosial dapat lebih terintegrasi, efisien, dan
transparan. Aplikasi ini memungkinkan untuk pengumpulan data yang lebih
akurat, analisis yang lebih mendalam, serta mempercepat pengambilan
keputusan dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat

yang membutuhkan.
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2.2 Tinjauan tentang Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi kemiskinan
merupakan sesuatu yang problematic pada tataran konsep maupun praktis
tentang siapa yang dianggap penduduk miskin, serta banyak hal tentang
kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki askses pasar dan

kualitas infrastruktur yang terbatas (Abhijit Banerjee,2019).

Teori Sosial Demokrat menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan
individu tapi juga persoalan struktural. Kemiskinan dapat terjadi karena adanya
kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini mengutamakan
pada pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian
pelayanan sosial dasar bagi seluruh warganya. Dalam teori ini kapitalis masih
dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif. Meskipun
dalam teori ini tidak sepenuhnya setuju terhadap adanya pasar bebas. Teori ini
menjunjung tinggi kesetaraan yang menjadi prasyarat penting dalam
memperoleh kemandirian dan kebebasan. Tercapainya kebebasan jika setiap
orang memiliki kesejahteraan. Kebebasan dari pengaruh luar serta kebebasan
menentukan pilihan. (Windia, 2015).

Menurut BPS (2022) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi
ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan ialah
menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan
(GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan
makanan merupakan nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan
minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari,
sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan dihitung dari kebutuhan

minuman untuk sandang, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya.

Merunut Suwardi (2014), kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain
pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari

perilaku Masyarakat atau seseorang yaitu :
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1 Keterbatasan sumber daya modal, keterbatasan sumber daya manusia
yang dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalnya
keterampilan, Pendidikan dan pengetahuan.

2 Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan sulit
untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berintegrasi dengan

penduduk yang maju

Kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau
kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dari beberapa segi aspek yaitu :
1 Pembangunan yang kurang memperhatikan wilayah atau Kawasan
yang terpencil dan sulit dijangkau.
2 Kurang memperhatikan usaha maupun produk Masyarakat yang
berskala kecil atau mikro ekonomi.
3 Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun
kota.

2.3 Tinjauan tentang Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya, kebutuhan material,
spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Menurut
W.J.S Poewodarminto (2015), kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari kondisi
Dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari
berbagai segala macam gangguan masalah. Gangguan masalah tersebut
meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, pendidikan, dan lain

sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut (Subharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan

terdapat konsep kesejahteraan sosial yaitu :



a)
b)

c)
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Mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan seseorang,

Sebuah kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai
hidup sejahtera,

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga kesejahteraan sosial

yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurang permasalahan yang

diakibatkan dari perubahan sosial-ekonomi, dan menciptakan kondisi yang

dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Berikut fungsi kesejahteraan

sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu :

a)

b)

d)

Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan mencegah
permasalahan sosial yang timbul di Masyarakat dengan menciptakan
pola baru dalam hubungan sosial.

Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi  untuk
menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional
dalam menghadapi suatu masalah sehinggak kembali berfungsi secara
wajar dalam masyarakat.

Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam
proses pembangunan dan juga sumber daya sosial masyarakat.

Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk

membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Menurut (Fahrudin, 2014) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi

pemenuhan kebutuhan sehari hari yaitu sandang, pangan, papan serta akses

Pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Dan dalam melakukan

penyesuaian diri dengan Masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan

mengembangkan taraf hidup yang layak,
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2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ialah kerangka pemikiran yang berisi gambaran alur
pemikiran penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu
memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan yang di teliti.
Adapun judul dalam penelitian ini adalah tentang Evaluasi Penerapan Program
Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
Dalam Kebijakan Pengelolaan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten
Pringsewu, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun
2016 mengatur tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini ialah yang bagaimana proses dan kendala yang dihadapi pada
penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data kemiskinan di
Kabupaten Pringsewu.

Dengan demikian fokus utama yaitu mengevaluasi Penerapan Program
Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten
Pringsewu dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu dengan melihat
bagaimana evaluasi Context, Input, Process, dan Product. Standar evaluasi
dalam hal ini mengenai kesesuaian penerapan untuk menjawab rumusan
masalah yang ada, kesesuaian penerapan aplikasi SIKS- NG dengan latar
belakang program, komitmen instansi, kesiapan SDM, kelengkapan
operasional, biaya dalam menjalankan program, proses pelaksanaan program,
dan output program. Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:



27

Pemukhtahiran Data Kemiskinan di Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu

!

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial

l

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG)

!

Evaluasi program D.
Stufflebeam(2003):
C = Context

I = fapuir

P = Process

P = Product

!

a.  Meningkatkan kesejahteraan sosial yang optimal

b, Menciptakan keakuratan data

¢ Menciptakan data kemiskinan terverifikasi dengan aman

. Meningkatkan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan sosial

}

Program Aplikasi SIKS-NG Mampu Mewujudkan
Pengolahan Data Kemiskinan yang berkualitas

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



1. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan atau
melukiskan fenomena atau kejadian secara sistematis. Bodgan dan Taylor
dalam Moleong (2017:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha
mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok,
masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh,
rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2017). Pendekatan

penelitian kualitatif menurut Nasution (2003) pada hakekatnya adalah

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka,

berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya. Saebani

(2009) terdapat beberapa pertimbangan dalam menggunakan penelitian

kualitatif, diantaranya:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan langsung.

2. Metode ini menyajikan langsung secara hakikat hubungan antara peneliti
dengan responden.

3. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
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Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang bertipe deskriptif, dengan
pendekatan kualitatif sebab data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah
data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, pengalaman
personal, hasil wawancara, observasi lapangan, hasil pengamatanvisual, serta
skema dan gambar (Moleong, 2017). Kemudian data-data tersebutdigunakan

untuk menggambarkan (deskripsi) dan menguraikan fenomena yangditeliti.

Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan
batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif di mana fokus berisikan
tentang pokok masalah yang bersifat umum. Penentuan masalah didasarkan
pada tingkat kebaruan suatu informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial
(lapang). Menurut Lincoln dan Guba dalam Moloeng (2017), penentuan dasar
sebuah masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang
peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti

kebijakan.
Adapun fokus yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data
Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Model evaluasi yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah model evaluasi yang

kembangkan oleh Stufflebeam, meliputi:

Tabel 3. Bagian yang di Evaluasi Sesuai dengan Model Evaluasi

Program Menurut Stufflebeam

No. Aspek Uraian Langkah Evaluasi

1.  Evaluasi Konteks Melihat dari situasi dan latar belakang yang
mempengaruhipelaksanaan program aplikasi
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG).
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2. Evaluasi Input Melihat mengenai kesiapan-kesiapan sarana dan
prasarana yang menunjang pelaksanaan aplikasi
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG), seperti: (a.) Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, (b.) Kesiapan
SDM, (c.) Kelengkapan pada operasional, dan
(d.) Program kerja dan Standar Operasional dalam
penerapan aplikasi SIKS-NG

3. Evaluasi Proses Melihat mengenai pelaksanaan program aplikasi
SIKS-NG.
4. Evaluasi Produk Output yang dicapai dalam pelaksanaan

program aplikasi SIKS-NG.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

2. Apa saja kendala yang dihadapi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data

Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian (Moloeng, 2017) merupakan tempat di mana peneliti
melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa
yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan
data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini
ialah, dilakukan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Adapun
lokasi ini dipilih karena Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu merupakan salah
satu pemerintah daerah penyelenggara kesejahteraan sosial dan selaku

pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kabupaten.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeng (2017), sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai dengan hal tersebut, maka

peneliti membagi data dalam penelitian ini menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti
dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah
lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data
(Moloeng, 2017). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber

dari lapangan penelitian baik melalui hasil wawancara, observasi atau



31

pengamatan langsung di lokasi penelitian, maupun dokumentasi serta
catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti mendatangi Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu dan dengan melakukan wawancara kebeberapa

informan yang telah dipilih.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari buku, majalah, laporan
pemerintah, artikel, dokumen resmi, baik cetak maupun online yang
mendukung penelitian. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari
sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung
memberikan data pada pengumpul data (Moelong, 2017). Selain
melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti juga mengumpulkan
beberapa sumber lain guna melengkapi kebutuhan informasi dengan

meminta data-data kepada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti

oleh peneliti, dalam memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan

teknik pengumpulan data melalui:

1.

Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2016) mendefinisikan wawancara sebagai
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Peneliti menggunakan panduan wawancara secara terstruktur yang telah
disusun oleh peneliti sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu terkait penelitian
yang dilakukan. Informan yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki
keterkaitan menangani penerapan Program Aplikasi SIKS-NG Dalam

Pengelola Data Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

Tanggal
No. Nama Informan Instansi
Wawancara
1. Stepanus Bagus SuB Dinas Sosial 26 Januari 2024
Wicaksono, Analisis Kabupaten
SE. Rehabilitasi Pringsewu
Sosial
2. Afriani Puspita Rini, Penggerak Dinas Sosial 26 Januari 2024
S.T., M.Kes. Swadaya Kabupaten
Masyarakat Pringsewu
3. Rudi Susanto Pengola data Dinas Sosial 26 Januari 2024
Kabupaten
Pringsewu
L Dinas Sosial ]
4. Ruli Puji Presnawan Operator Kabupaten 26 Januari 2024
layanan SIKS- .
NG Pringsewu

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016), observasi merupakan
suatu proses yang kompleks, di mana proses tersebut tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting
adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti melakukan
observasi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai upaya dalam
melakukan penerapan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial Next Generation (SIKS-NG) yangditerapkan langsung oleh operator

layanan tersebut kepada masyarakat dengan cara mengamati langsung dan
melihat penerapannya seperti salah satu proses verifikasi dan validasi
kelayakan data terpadu kesejahteraan sosial dan mendokumentasikan
kebijakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta mengamati
kegiatan kantor yang sedang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten

Pringsewu.
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3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2016), studi dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data yang ditunjukan kepada subjek penelitian dimana data
tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang
diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.
Dokumen dalam penelitian ini berupa catatan pribadi, laporan Kerja,
rekaman suara, dokumentasi berupa foto dan sebagainya. Data
dokumentasi yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

pada penelitian ini didapatkan secara langsung maupun online.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016), menjelaskan analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke
dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-
hal penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
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2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang
diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, foto atau

gambar, dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification
Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan
kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti sari rangkaian hasil
penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga

diperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data di mana
menurut Sugiyono (2016), teknik keabsahan data merupakan standar validitas
yang diperoleh. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak
memiliki perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang
sesungguhnya terdapat pada objek penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan

data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Menurut Denzin dalam Moleong (2017), membedakan empat macam
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan triangulasi sumber sebagai alat pengecekan keabsahan data atau
kevaliditasan data. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan
mengecek balik suatu derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh dari
hasil wawancara melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:
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Melakukan perbandingan mengenai data hasil wawancara dan hasil
observasi.

Membandingkan hasil pernyataan informan saat berada di depan umum
dan hasil wawancara secara pribadi.

Membandingkan pernyataan informan ketika dalam situasi penelitian
dengan yang dikatakan informan sepanjang waktu.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, atau orang
pemerintahan.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penerapan
aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas
Sosial Kabupaten Pringsewu, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian
sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data
kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan
model evaluasi CIPP, yaitu dengan melihat bagaimana evaluasi Context,
Input, Process, dan Product pada aplikasi tersebut dapat ditarik beberapa

kesimpulan:

a. Evaluasi Konteks penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam
kebijakan pengolahan data kemiskinan belum sepenuhnya akurat
dalam memberikan sasaran program bantuan sosial, tetapi kebijakan
ini dapat membantu mengintegrasikan data supaya mendapatkan
gambaran yang lebih lengkap terkait situasi kemisikinan di wilayah
Kabupaten Pringsewu dengan tujuan untuk membantu dalam
memantau pelaksaan program bantuan sosial, mencatat dan

menyimpan data keluarga yang dapat menerima bantuan sosial.

b. Evaluasi Input penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam
prosedur pengolahan data kemiskinan saat ini berjalan dengan baik.
Hal ini dibuktikan pada prosedur pengolahan data kemiskinan
melalui aplikasi SIKS-NG rutin ditetapkan oleh Menteri sosial
dengan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial di
setiap tahunnya. Pada mekanisme prosedur pengolahan data terkait
kemiskinan yang merupakan data individual yang bersifat sangat
rahasia dan di lindungi oleh UU Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga
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dalam penggunaan metodologi yang baik, kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip privasi, dan pelibatan pemangku kepentingan yang
tepat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan data

kesejahteraan sosial.

Evaluasi Proses program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data
kemiskinan masih kurang baik pada akurasi verifikasi dan validasi
dalam memberikan bantuan sosial sebab banyaknya data yang tidak
valid dikarenakan kesalahan nomor KK dan NIK. Kendati demikian,
Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tetap berusaha dalam mengelola
data kemiskinan melalui aplikasi SIKS-NG dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan agar dapat memastikan kualitas data
yang dihasilakan dapat diandalkan, relevan, serta digunakan dalam
mendukung sesuatu pengambilan keputusan secara efektif. Dinas
Sosial Kabupaten Pringsewu juga melibatkan beberapa aspek kunci
dan penting untuk melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap
kualitas proses pengolahan data kemiskinan, dan mengambil

langkah- langkah perbaikan jika diperlukan.

.Evaluasi Produk program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data
kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam
tingkat keakuratan pemukhtahiran data yang dilakukan Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu dengan melakukarn rapat rutin koordinasi
operator aplikasi SIKS-NG dengan tujuan untuk mendapatkan data
kemiskinan yang valid, mutakhir, dan tepat sasaran. Dan pada tingkat
kepuasan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu masih terdapat klien yang kurang puas dan
tidak puas dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini dikarenakan
kurangnya pelayanan yang cepat, kemudahan pelayanan atau
penyederhanaan prosedur dan pengaksesan pada aplikasi yang hanya
bisa dilakukan oleh Dinas Sosial. Sehingga, perlu ditingkatkan

kualitas pada pelayanan pengolahan data aplikasi SIKS-NG.
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2. Terdapat beberapa kendala pada penerapan program aplikasi SIKS-NG
dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan, antara lain, sebagai
berikut:

a. Kesulitan Teknis pada potensi kesalahan sistem seperti, bug atau

maintenance, dan ketidakcocokan pada infrastruktur.

b. Kendala terkait dengan keamanan data dapat muncul seperti, risiko
kebocoran atau akses yang tidak sah yang dapat membahayakan

integritas informasi

c. Keterbatasan anggaran, personel atau infrastruktur dapat menjadi
kendala yang serius dalam pengembangan, pemeliharaan dan

peningkatan aplikasi SIKS-NG.

d. Kualitas data yang buruk atau tidak akurat yang menyebabkan
analisis tidak tepat, sehingga menjadi kendala dalam efektivitas

aplikasi SIKS-NG untuk mendukung kebijakan data kemiskinan.

5.2 Saran

Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penerapan aplikasi
SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial
Kabupaten Pringsewu, peneliti memberikan sedikit saran atau masukan

penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mampu melakukan pemantauan secara berkala terhadap
performa dan efektifitas aplikasi untuk memastikan bahwa standar kualitas
layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan
harapan yang mencakup aspek kecepatan respon, ketersediaan layanan dan

informasi yang disampaikan.

2. Operator layanan aplikasi SIK-NG dapat menetapkan mekanisme
pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kinerja pada aplikasi
SIKS-NG. Sehingga, dengan adanya pemantauan yang baik dapat lebih
mudah mendeteksi masalah dan memberikan solusi secara cepat dan dapat
melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan

keakuratan dan ketepatan dari informasi yang tersimpan.
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3. Menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada pengguna aplikasi
SIKS-NG untuk dapat melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan
perangkat lunak secara teratur untuk dapat memperbaiki bug, meningkatkan
keamanan dan memperkenalkan fitur baru supaya aplikasi dapat berjalan

dengan lancar.
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